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ABSTRAK
Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Handphone bekas melalui Media Sosial (Perspektif Undang- Undang No. 8 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen) dilatar belakangi oleh adanya beberapa konsumen yang sering mengalami beberapa permasalahan dalam melakukan jual beli handphone bekas di media sosial.
Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang penjualan handphone bekas rekondisi itu apakah melanggar ketentuan Undang-undang perlindungan konsumen atau tidak. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi di media sosial.
Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian keputakaan, yaitu peneltian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: Kegiatan jual beli handphone bekas dan atau rekondisi ini timbul karena perkembangan teknologi yang terus meningkat, sehingga peminat handphone mengalami kenaikan. Hal inilah yang menyebabkan para penjual handphone bekas menciptakan barang dengan harga dibawah rata-rata, maka terciptalah handphone bekas rekondisi (daur ulang). Peredaran penjualan handphone bekas dan atau rekondisi timbul dalam masyarakat disaat pembeli tidak mengetahui jika barang yang ia beli merupakan barang rekondisi dan diperburuk oleh ulah penjual yang tidak memberikan informasi secara jelas mengenai kondisi barang yang ditawarkan kepada konsumen. Kedua: . Dalam Pasal 45 UUPK mengatur bahwa penyelesaian
sengketa dapat di tempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan keinginan masing-masing pihak yang bersangkutan.
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ABSTRACT
The research entitled Legal Protection for Consumers in Buying and Selling used Mobile Phones through Social Media (Perspective of Law No. 8 Concerning the Consumer Protection Act) is motivated by the existence of several consumers who often experience several problems in buying and selling used cellphones on social media.
This study aims at first to find out and understand and analyze whether the sale of reconditioned used cellphones violates the provisions of the consumer protection law or not. Second, to find out, understand and analyze forms of legal protection for consumers in transactions on social media.
The research method used in this thesis uses a normative juridical research method which is a literature research, namely research on legislation and literature related to the material discussed.
Based on the results of the study, it can be concluded first: The activity of buying and selling used and or reconditioned cellphones arises because of technological developments that continue to increase, so that cellphone enthusiasts have increased. This is what causes the sellers of used cellphones to create goods at prices below the average, then reconditioned (recycled) used cellphones are created. Circulation of sales of used and or reconditioned cellphones arises in the community when the buyer does not know if the goods he buys are reconditioned goods and are exacerbated by the actions of sellers who do not provide clear information about the condition of the goods offered to consumers. Second: Article 45 of the UUPK stipulates that dispute resolution can be pursued through a court or out of court based on the wishes of each party concerned.
Keywords : Legal Protection, Consumer Protection, Forms of Legal Protection.
PENDAHULUAN
Perdagangan merupakan jual beli barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Transaksi perdagangan dapat timbul jika pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barangi yang dikehendaki. Perdagangan juga merupakan kegiatan spesifik, karena di dalamnya melibatkan kegiatan produksi dan distribusi
barang. Kegiatan perdagangan bukan merupakan suatu yang baru, sebab kegiatan ini sudah ada sejak zaman dahulu.47
Permasalahan yang kerap dihadapi konsumen Indonesia saat ini, seperti juga yang dialami konsumen di negara-negara lainnya, yaitu mengenai kesadaran semua pihak, baik dari pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-haki konsumen dengan produk barang yang berkualitas untuk digunakan, mengikuti standar yang berlaku, serta harga yang sesuai.48
Dalam Undang-Undang Perlindungani Konsumen pada pasal 8 ayat (2) ditentukan, bahwa "pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang, yang rusak, cacat bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.49 Larangan dalam memperdagangkan barang yang rusak, cacati atau bekas memberikan perlindungan konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar.
Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitasi yang lebih rendah dari pada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya, maka handphone bekas rekondisi tetap dapat diperdagangkan asal disertai dengan informasi yang lengkap dan benar atas barang tersebut.50 Serta dengan menyampaikani informasi yang benar atau yang setara dengan Handphone yang sedang di perjual belikan maka, tidak akan ada timbul suatu keraguan di benak para pembeli terhadap barang yang mereka inginkan.

47Syaifullah MS, 2008, “Seluk Beluk Perdagangan Dalam Islam”, Bilancia, Vol 2.  No. 1,
Januari-Juni, hlm 1.
48Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugukan, (Jakarta: Transmedia Pustaka), hlm 1
49Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
50Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Pelindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), hlm 66.
Revolusi Industri 4.0 yang mengandung informasi dan komunikasi melalui teknologi penting dibahas karena integrasinya sudah menghasilkan beberapa perkembungan yang pesat dalam segala bidang kehidupan. Terutama di sektor ekonomi dan bisnis yang berpengaruh terhadap kegiatan muamalah dan semestinya harus mempunyai landasan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan permasalahan penerapannyai.
Berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan melalui internet atau media online lainnya dapat dinyatakan sangat berbeda prosesnya dengan berbelanja atau bertransaksi di dunia nyata. Dengan dilaksanakannya jual beli online menungkinkan kita untuki bertransaksi dengan cepat dengan biaya yang cenderung lebih murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit, dimana pihak pembeli cukup mengakses internet ke website perusahaan yang mengiklankan beberapa produknya di internet, yangi kemudian pembeli cukup mempelajari term of condition (ketentuan-ketentuan yang disyaratkan) pihak penjual, namun dibalik setiap manfaat yang ditimbulkan oleh jual beli online terdapat beberapa masalah dalam perlindungan konsumennya seperti persoalan mengenai adanya penipuan atau barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan.
Barang dan jasa yang ditawarkan di internet pun sangat beragam. baik barang kebutuhan sehari-hari, barang unik, maupun berbagai jenis jasa tak heran jika peluang bisnis ini mampu menjadi penggerak roda ekonomi. Di Indonesia banyak orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, hal itu memicu banyak orang yang cenderung membeli handphone bekasi daripada yang baru. Kondisi seperti ini seringkali terjadi sebab perekonomian yang sangat lemah sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pun terasa sulit apalagi untuk sekedar membeli sebuah handphone baru.
Secara rasio, barang bekas tidak lepas dari sifat cacat. Selain melihat barang yang dijual, pembeli membutuhkan tempat, sehingga bisa melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan burang tersebut sesuai atau tidak dengan kekurangan barang yang dijual, karena cacat menurut bahasa adalah apa- apa yangi dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut. Transaksi kegiatan jual beli dapati
dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat transaksi tersebut, begitu pula dalam praktik jual beli Hp second di sosial media Facebook. Dalam grup jual beli tersebut setiap orang bebas memperjual belikan barang dagangannya. Mereka hanya perlu meng upload gambar barang yang diperdagangkan dengan disertai keterangan, harga dan Contact Person yang dapat dihubungi.
METODE PENELITIAN
Pada pengerjaan suatu karya ilmiah pastilah terdapat suatu metode-metode yang digunakan dalam tahap penulisannya, fungsi dari penggunaan metode dalam suatu penelitian adalah agar karya ilmiah yang disusun dapat tersusun dengan benar dan tidak keluar dari pokok pembahasan. Pada penulisan suatu karya ilmiah haruslah menggunakan metode yang terarah dengan tujuan dapat memberikan pemikiran yang sistematis guna menguji kebenaran karya ilmiah atas masalah yang ada. Metode penelitian terdiri atas lima pokok pembahasan yaitu, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data, anlisis data. Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif (Legal Research). Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan ini, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dibahas. Dari berbagai macam pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatani konseptual.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kualitasi sebuah ponsel bekas bisa bervariasi tergantung pemakaian pengguna sebelumnya. Ada kalanya ponsel bekas masih dalam kondisi yang bagus karena hanyadipakai sesekali oleh penggunanya. Namun tak sedikit ponsel bekas yang dijual dalam keadaan yang cukup mengenaskan. Kita tidak bisa menjamin apakah ponsel bekas yang dijual benar-benar dalam kondisi yang bagus atau tidak. Bisa saja seseorang menjual ponsel bekas dalam kondisi yang tidak
baik meskipun ponsel tersebut hanya sesekali ia gunakan. Kita tidak bisa mengetahui hal tersebut hingga kita memeriksa secara langsung dan teliti.
Dalam kasus ponsel rekondisi, perangkat yang ditawarkan sering memiliki tingkatan kualitas yang baku. Umumnya ponsel rekondisi dijual dalam tiga tingkatan kualitas, yaitu grade A (menawarkan kualitas terbaik), grade B (menawarkan kualitas baik), dan grade C (menawarkan kualitas terendah dari perangkat yang diperbaharui). Dari berbagai macam peringkat HP bekas rekondisi yang telah dilampirkan di atas konsumen dapat memilih atau pun mencari HP bekas yang sesuai dengan yang mereka inginkan.
Dalam perihal jual beli, perjanjian telah dapat dikatakan sah saat terjadinya kesepakatan yang merupakan pertemuan kehendak dari pihak pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 8 ayat 2 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu : “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.”
Hak dan kewajiban kedua pihak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan hak- hak dan kewajiban para pelaku usaha. Sedangkan hak dan kewajiban konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Masing-masing memliki kedudukan dalam melakukan transaksi jual beli.
Secara yuridis perlakuan hukum yang sama sebagaimana yang diatur diatas memberikan kepastian hukumi atas kedudukan penjual dan pembeli yang sama. Namun secara teoritis khususnya perlindungan konsumen atau pembeli terdapat beberapa teori yang membahas mengenai kedudukan konsumen dengan pelaku usaha. Adapun yang termasuk kelompok ini adalah Let The Buyer Beware atau prinsip kehati-hatian pada konsumen, The Dua Care Theory atau prinsip kahati- hatian pada pelaku usaha, The Privity Contract yaitu prinsip kontak bukan syarat.51

51 Kurniawan,2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), UB Press, Malang, hal 101-104.
Maka berdasarkan teori diatas kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha dalam keadaan tertentu tidak sama, hal ini karena dalam teori Let The Buyer Beware dan The Dua Care Theory mengharuskan konsumen dalam melakukan jual beli memiliki prinsip kehati-hatian yang dibebankan padanya serta konsumen dituntut membuktikan kerugian yangi dideritanya secara jelas.
Dalam Pasal 19 UUPK telah diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang yang diperdagangkan atau diproduksi dengan mengganti kerugian berupa pengembalian uang atau barang sejenis yang nilainya setara, selain itu penggantian kerugian dapat dilakukan dengan memberikan perawatan atau perbaikan terhadap barang cacat yang bukani akibat dari kelalaian konsumen dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal transaksi. Namun tidak jarang terdapat pelaku usaha yang memberikan jangka waktu melebihi 7 (tujuh) hari, hal ini tergantung dari kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha pada saat transaksi.
Untuk dapat menuntut ganti kerugian harus terpenuhi 4 unsur, diantaranya :
a. Ada perbuatan melanggar hukum
b. Ada kerugian
c. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian
d. Ada kesalahan52
Disaat HP bekas dan atau rekondisi yang dalam pemasarannya tidak diberikan keterangan secara jujur oleh pelaku usaha, dapat dituntut ganti rugi atas tindakan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak konsumen. Sehingga apabila kerusakan tersebut terjadi melewati jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, pihak konsumen tetap dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usaha dikarenakani pelaku usaha tidak memiliki itikad baik untuk membuka informasi secara jujur terkait HP bekas dan atau rekondisi yang diperdagangkan.
Smartphone rekondisi bergaransi yang mengandung cacat tersembunyi menjadi tanggung jawab pelaku usaha selama konsumen dapat membuktikan

52Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 130.
bahwa kerusakan tersebut bukan akibat dari kesalahan pemakaian oleh konsumen. Pelaku usaha yang tidak memberikan tanggapan dan/atau menolak untuk memenuhi ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPK dapat di gugat ke badan peradilan yang berada di wilayah kedudukan konsumen atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang telah diatur dalam Pasal 23 UUPK apabila konsumen dapat membuktikan telah terjadinya pelanggaran jaminan dan terbukti adanya kelalaian pelaku usaha. Dalam hal penyelesaian sengketa, berdasarkan Pasal 45 UUPK mengatur bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan keinginan para pihak yang bersengketa.
Terkait dengan pertanggung jawabani dari pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 UUPK dapat dilayangkan apabila telah memenuhi unsur yang ada, dimana dalam ayat (1) dikatakan telah adanya kerugian berupa kerusakan, pencemaran atau kerugian lain yang diakibatkan oleh pemakaian barang dan/atau jasa. Dan dalam ayat (2) terdapat unsur mengenai jumlah, bentuk, dan wujud dari penggantian kerugian yang berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang.
Konsumen yang merasa dirugikan jika ingin mengajukan tuntutan ganti rugi maka pelaku usaha bertanggung gugat atas kerugian tersebut. Konsumen dapat menuntut tanggung jawab dari pelaku usaha sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 sampai Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melalui cara menggugat pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun isi Pasal 45 yaitu :
a. Setiap konsumen yang dirugikani dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
b. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak menghilangkan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam undang-undang.
d. Apabila telah dipilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
Pasal 1365 KUH Perdata yangi berbunyi “tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum yang dapat membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”. Berdasarkan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa pelaku usaha dapat bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh konsumen apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
a. Adanya perbuatan, yaitu adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu.
b. Perbuatan itu melawan hukum, artinya tindakannya merupakan tindakan yang melanggar hukum atau dilarang peraturan perundangundangan. Perbuatan itu tidak hanya yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati.
c. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian. Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan. Ganti Kerugian dalam UUPK, hanya meliputi pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa ganti kerugian yang dianut dalam UUPK adalah ganti kerugian subjektif.
d. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian, artinya kerugian yang diderita oleh seseorang itu diakibatkan perbuatan orang lain.
e. Pihak yang melakukan perbuatan tersebut bersalah yang dimaksud di sini adalah ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan. Kesalahan ini memiliki 3 unsur, yaitu :
1. Perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan.
2. Perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya.
3. Dapat dipertanggungjawabkan debitur dalam keadaan cakap.
Suatusengketa dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen maupunpelaku usaha. Dengan demikian suatu permasalahan atau sengketayang menyangkut para pihak harus dapat diselesaikan. Suatusengketa konsumen berdasarkan UUPK dapat diselesaikan dengan 2 cara yaitu :53
a. Pengadilan
Setiap konsumen yang dirugikan atau terlibat pada suatu sengketa dapat menyelesaikan sengketanya melalui lembaga peradilan umum. Penyelesaian sengketa terhadap konsumen melalui pengadilan ini merujuk pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 UUPK
b. Diluar Pengadilan (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
Suatu sengketa konsumen disamping dapat diselesaikan melalui pengadilan, dapat pula diselesaikan di luar pengadilan melalui BPSK yang melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen. Dalam hal ini peran BPSK dalam tugas dan penyelenggaraannya pada perlindungan bagi konsumen merupakan ujung tombak di lapangan untuk memberikan suatu perlindungan kepada konsumen yang telah dirugikan. Bagi konsumen yang merasa hak-haknya telahi
dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen ke sekretariat BPSK. Ketentuan yang mengenai tata cara permohonan penyelesaian sengketa konsumen diatur

53Made Udiana, 2011, Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, Udayana University Press, Denpasar.
dalam Pasal 15 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001tanggal 10 Desember 2001tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.
Prinsip tata cara penyelesaian sengketa konsumen (PSK) antara lain :
a. Melalui konsiliasi
Ketentuan pada pasal 1 angka 9 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 mendefinisikan mengenai konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK  untuk  mempertemukani
para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Konsiliasi merupakan salah satu pilihan dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang berada di luar pengadilan yang sebagai perantaranya adalah BPSK.
b. Mediasi
Merupakan suatu proses penyelesaian sengketa konsumen yang berada di luar pengadilan dengan perantaranya BPSK yang dimana hanya sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini yang dimana inisiatifnya datang dari satu pihak atau para pihak dengan didampingi olehi majelis BPSK sebagai mediator atau perantara yang bersifat aktif. Bedanya dengan cara konsiliasi, yang dimana Majelis BPSK sebagai perantara bersifat pasif.
c. Arbitrase
Penyelesaian sengketa konsumen dimana para pihak memberikan sepenuhnya kepada Majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi.
Ketiga cara penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana disebutkan diatas yang didasarkan oleh pilihan dan persetujuan para pihak yang bersengketa dan bukan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang. Jadi para pihak berhak memilih melalui proses bagaimana dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahannya. (Pasal 4 dan Pasal 2 SK Menperindag No.350/MPP/Keo/12/2001).54

54Made Udiana, 2011, Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, Udayana University Press, Denpasar.
Hasil dari musyawarah mengenai penyelesaian sengketa baik secara konsiliasi maupun mediasi dituangkan dalam perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk keputusan BPSK, selambat-lambatnya 21 hari kerja sejak permohonan diterima di sekretariat BPSK. Demikian pula dalam hal hasil penyelesaian sengketa konsumen dicapai melalui arbitrase, maka hasilnya dituangkan dalam bentuk keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),yang ditanda tangani Ketuai dan Anggota Majelis BPSK, dimana di dalamnya diperkenankan menjatuhkan sanksi administratif.
KESIMPULAN
Jual Beli Handphone bekas dan atau rekondisi di Media Sosial adalah kegiatan jual beli di Pasar pada umumnya, ada penjual, pembeli dan barang yang diperjual belikan. Kegiatan jual beli handphone bekas dan atau rekondisi ini timbul karena perkembangan teknologi yang terus meningkat, sehingga peminat handphone mengalami kenaikan. Hal inilah yang menyebabkan para penjual handphone bekas menciptakan barang dengan harga dibawah rata-rata, maka terciptalah handphone bekas rekondisi (daur ulang). Peredaran penjualan handphone bekas dan atau rekondisi timbul dalam masyarakat disaat pembeli tidak mengetahui jika barang yang ia beli merupakan barang rekondisi dan diperburuk oleh ulah penjual yang tidak memberikan informasi secara jelas mengenai kondisi barang yang ditawarkan kepada konsumen.
Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan jual beli HP di media sosial yang mengalami kecurangan ataupun kerugian sejatinya telah ada sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan konsumen apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan untuk memenuhi ganti kerugian dengan cara menggugat pelaku usaha ke badan peradilan yang berada di wilayah kedudukan konsumen atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang di atur dalam Pasal 23 Undang- Undang Perlindungan Konsumen, dimana konsumen dapat membuktikan telah terjadinya suatu pelanggaran dan adanya kelalaian pelaku usaha. Dalam Pasal 45 UUPK mengatur bahwa penyelesaian sengketa dapat di tempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan keinginan masing-masing pihak yang bersangkutan.
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